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Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan program 
pensertifikatan Hak atas Tanah secara gratis, Dengan diselenggarakannya 
program ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian Hukum serta 
tertib administrasi dalam bidang pertanahan. Kantor Badan Pertanahan Tanjung 
Balai Karimun dalam melaksanakan program ini hanya dapat mensertifikatkan 
460 bidang tanah dari target awal 700 bidang tanah yang dilaksanakan di 
Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten 
Karimun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
PRONA di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru serta 
faktor penghambat pelaksanaan PRONA tersebut, dalam pelaksanaannya 
kegiatan PRONA meliputi penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data 
yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, dan penerbitan sertifikat. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunkan wawancara dan observasi, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek operasi nasional agraria (PRONA) 
belum berjalan dengan baik dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan 
dikarenakan lemahnya sinyal GPS dan Internet di lokasi pelaksanaan, jauhnya 
lokasi pelaksanaan, kurangnya perencanaan ditambah dengan minimnya 
pengetahuan dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya kelengkapan berkas 
masyarakat pada saat proses pendaftaran, membuat pelaksanaan PRONA 
terhambat sehingga pelaksanaan menjadi tidak kondusif dan tidak mencapai 
target yang telah ditetapkan sebelumnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kepulauan Riau harus lebih siap dan sigap dalam menjalankan program PRONA 
melalui pendekatan sosial terhadap masyarakat, konsep pelaksanaan yang 
matang, evaluasi secara rutin terhadap hasil yang telah dicapai. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Penelitian ini bertujuan manganalisis pelaksanaan Proyek Operasi 
Nasional Agraria di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Penelitian ini tertuju 
pada Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di 
Kabupaten/ Kota, khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai 
Karimun. Dari pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dapat diketahui 
faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses pelaksanaaan 
Pensertifikatan ini dan hasil kerja dari Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun. 
Proyek Operasi Nasional Agraria yang selanjutnya disebut Prona adalah 
satu legalisasi aset dan pada hakikatnya merupakan proses administrasi 
pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat 
tanah. Administrasi publik diasumsikan yaitu pemerintah berperan dalam 
mengemban misi pemberian layanan terhadap publik (Caiden dalam Keban, 
2008:4). PRONA merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan 
menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan 
kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan 
biaya-biaya yang berkaitan dengan hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, 
patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA. 
Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang 
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Kepulauan 
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Riau di Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding dengan 
target sebanyak 700 bidang. Badan Pertanahan Nasional menetapkan Kecamatan 
Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding sebagai lokasi 
dilaksanakannya Proyek Operasi Nasional (PRONA) dikarenakan sesuai dengan 
kriteria lokasi dan tujuan PRONA yaitu wilayah yang belum bersertifikat dan 
masyarakat menengah ke bawah, dikarenakan pada Kecamatan Buru Kelurahan 
Buru dan Kelurahan Lubuk Puding rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani 
dan nelayan tradisional, maka dari itu Badan Pertanahan Nasional Menetapkan 
Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding sebagai lokasi 
PRONA. 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintahan Non 
Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 
dipimpin oleh kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013), badan 
Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan 
dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabaran tersebut berkelanjutan 
dimana pemerintah yang bertanggung jawab mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan 
tujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan hak-hak atas 
tanah. 
Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara sebagai 
kekuasaan tertinggi atas rakyat-rakyatnya berkewajiban untuk: 
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a. Mengatur dan menyelesaikan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang 
dan perbuatan hukum yang menyangkut penguasaan bumi, air dan ruang 
angkasa. 
Perkembangan badan pelayanan milik negara khususnya pelayanan atas 
tanah dibawah naungan Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa di wilayah 
Indonesia sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat belum bersertifikat 
dan ummnya terletak di daerah-daerah terpencil dimana masyarakat tersebut 
belum paham dan mengetahui hukum pertanahan sehingga kerap terjadi sengketa 
atas tanh tersebut. Pemerintah berupaya menanggulangi permasalahan-
permasalahan tersebut dengan melakukan upaya hukum untuk menjamin 
kepastian hukum dengan mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan 
tanahnya, sebagaimana diamanatkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960, sebagai berikut: 
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 
diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan 
Pemerintahan“. 
Pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri 
Agraria Nomor 189 Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 1981, disusunlah Proyek 
Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pada dasarnya PRONA merupakan proyek 
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pensertifikatan hak atas tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-sengketa 
tanah yang bersifat strategis, kelancaran pelaksanaan PRONA didukung oleh 
subsidi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
yang dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan PRONA 
dilakukan secara terpadu dan diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat 
golongan ekonomi lemah yang berada diwilayah desa dan kecamatan yang telah 
ditunjuk. PRONA dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran yang meliputi 
seluruh wilayah Indonesia. 
PRONA merupakan program yang sangat penting dan menjadi andalan 
Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanannya kepada masyarakat, dalam 
pelaksanaannya PRONA merupakan proyek yang paling besar dalam penggunaan 
dana yang disubsidi oleh APBN dibandingkan proyek-proyek Badan Pertanahan 
Nasional lainnya. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis tentang pelaksanaan 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kecamatan Buru Kabupaten 
Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dimana masyarakat yang mengetahui PRONA 
ini tetapi tidak mengerti sistematis tentang PRONA sebenarnya, dan program ini 
dikhawatirkan tidak dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang pada dasarnya 
sangat membutuhkandan juga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan 








Lokasi Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Kantor Badan 




Target Kecamatan Kelurahan 
1. Karimun 700 
Bidang 
Buru 1. Buru 
2. Lubuk Puding 
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun (2017) 
 Table 1.1 diatas menjelaskan bahwa, Proyek Operasi Nasional Agraria 
(PRONA) yang ditaja oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun 
memiliki target sebanyak 700 bidang di kecamatan Buru, kelurahan Buru dan 
kelurahan Lubuk Puding.     
Table 1.2 
Data Proyek Operasi Nasional Kantor Badan Pertanahan Nasional  





1. Buru 267 Tersertifikat  
2. Lubuk Puding 193 Tersertifikat 
 Jumlah 460 Tersertifikat 
  Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun (2017) 
 Dari tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa tidak tercapainya target yang 
sebelumnya ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun 
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sebanyak 700 bidang di Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk 
Puding hanya mampu merealisasikan sebanyak 460 bidang / sertifikat saja. Hal ini 
menunjukan bahwa masih ada 240 sertifikat yang tidak terealisasi. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu mengadakan 
penelitian terhadap masalah ini yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang 
berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL 
AGRARIA (PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU 
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU” 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba membahas 
permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan 
Buru Kabupaten Karimun. 
2. Apa faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan Proyek Operasi 
Nasional Agraria (PRONA) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria 
(PRONA) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai 
Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. 
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2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten 
Karimun. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Di dalam penelitian tentunya di harapkan adanya manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. 
Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmu administrasi 
negara dalam menambah pengetahuan di bidang agraria dan menjadi 
bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan ilmu pengetahuan 
pada administrasi negara dalam bidang agraria. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja setiap badan 
pelayanan atau intansi dalam melayani masyarakat. 
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman atau wacana 
bagi masyarakat agar mau mengerti dan memahami program-program 
pemerintah yang dapat membantu masyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau (UIN 
SUSKA RIAU) hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
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koleksi bacaan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 
mengenai studi kajian administrasi negara. 
b. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan informasi bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam 
melayani masyarakat. 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II :  TELAAH PUSTAKA 
  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang 
mendasari penelitian ini, konsep Operasional, Kerangka berfikir, 
Defenisi Konsep. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi dan waktu 
penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode 
pengumpulan data dan analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 
sejarah singkat kantor. 
BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, 
analisis data, serta interpretasi hasil. 
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BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN  
  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang 
merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang 
diperoleh dalam pembahasan serta saran-saran yang berhubungan 






















2.1 Reformasi Administrasi Agraria 
Sikap masyarakat terhadap hukum dalam era reformasi dapat 
digambarkan dalam beberapa fenomena; 
a) Masyarakat kurang dapat mempercayai hukum sebagai sarana yang dapat 
memberikan keadilan, hal ini didukung dengan adanya bukti bahwa 
sebagian aparat pemerintah yang sedang berkuasa telah melakukan 
peerbuatan tercela, memperkaya diri sendiri secara melawan hukum tapi 
seolah-olah legal atau sah dimata hukum. 
b) Walaupun masyarakat meminta tuntutan kepada pemerintah berdasarkan 
hukum dimuka pengadilan dan kemudian penguasa dikalahkan, jarang 
sekali penguasa mau mentaati putusan pengadilan tersebut, misalnya 
dalam perkara peradilan tata usaha negara. 
c) Kekuasaan peradilan blended dengan kekuasaan pemerintah, oleh sebab 
itu sulit mengharapkan suatu sikap dan pendirian yang tidak memihak 
dari peradilan, kecuali hakim yang memiliki kredibilitas tinggi. 
d) Sikap penguasa yang mendasarkan diri pada legalitas formal seringkali 
bertabrakan dengan sikap masyarakat yang tidak mendukung 
legitimasinya. Artinya ada kesenjangan antara legalitas dan legitimasi. 
e) Kesenjaangan antara legalitas dan legitimasi hukum yang demikian besar 
serta turunnya wibawa hukum menimbulkan kegamangan bertindak dari 
aparat penegak hukum, sekalipun hukum itu kuat legitimasinya 
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masyarakat akan semakin berani untuk melakukan pelanggaran hukum, 
tetapi semakin kabur, pelanggaran hukum manakah yang sesungguhnya 
yang merupkan protes terhadap kurangnya legitimasi dan manakah yang 
merupakan upaya orang yang sekedar menggaruk keuntungan dalam 
suasana ketidakpastian hukum. 
f) Dalam suasana ketidak pastian secara tekanan ekonomi, masyarakat 
mencari ukuran rasa keadilan lain, bukan bersumber pada undang-undang 
atau putusan pemerintah, tetapi berdasarkan penafsiran sesaat atas 
fenomena yang terjadi. Bahkan seringkali bukan atas dasar adil atau tidak 
tetapi lebih mengutamakan upaya pemenuhan kebutuhan nyata sehari-
hari. 
Ketika negara ini baru merdeka dan mencoba mempertahankan 
kemerdekaanya, maka siapa yang disebut musuh bersama jelas, yaitu pemerintah 
Jepang dan Belanda. Kejelasan musuh bersama ini membawa sikap yang sama 
dan perlakuan yang sama dari masyarakat terhadap pemerintah jajahan tersebut. 
Rakyat tidak membeda-bedakan mana pemimpin jajahan mana rakyat sipil 
belanda, karena pada pokoknya semua adalah musuh rakyat. Oleh sebab itu 
bentuk perlawanan baik terhadap orang maupun kekayaan belanda merupakan 
bentuk perjuangan nyata dari rakyat. 
Dari konsep pemikiran demikian, yaitu apa yang diambil dan dikuasai 
adalah barang rampasan, maka tidak dapat ditafsirkan bahwa pengambilan 
demikian dianggap melawan hukum, kecuali hukum pemilik barang tersebut 
rakyat menganggap pemerintah Indonesia tidak boleh melarangnya karena apa 
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yang diambil dan dikuasai itu bukan milik pemerintah. Dalam perjanjian KMB 
mengenai keuangan, para pemilik onderneming masih diakui oleh pemerintah 
Indonesia sebagai pemiliknya yang sah. Kegawatan situasi negara berpuncak pada 
diumumkannya negara dalam bahaya Staat Van Oorlogen Beleg S. (1939-582), 
memberikan kekuasaan kepada militter untuk mengatasi persoalan perkebunan. 
oleh sebab itulah berbagai peraturan telah dikeluarkan sehubungan dengan 
pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Banyak tanah perkebunan yang 
kemudian berada dibawah pengawasan militer. Pada tahun 1958 sebagaai jawaban 
atas sengketa Irian Jaya karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Jaya secara 
damai, memberikan peluang militer untuk menggantikannya. Bahkan kemudian 
militer mempunyai perkebunan sendiri atas nama koperasi. 
Bersamaan dengan bergantinya pimpinan perkebunan ke tangan militer, 
maka rakyat yang menduduki perkebunan yang semula berhadapan dengan 
pimilik asing, kini berhadapan dengan militer. Aksi-aksi sepihak yang dilakukan 
oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) di berbagai tempat harus berhadapan dengan 
militer. Maka sejak itulah konflik militer dengan (BTI) semakin kental dan 
transparan. Masalah konflik perkebunan, secara yuridis, masuk dalam cakupan 
masalah land reform, sehingga cara pemecahannya masuk dalam wewenang 
peradilan land reform. Adapun land reform sendiri merupakan inti masalah 
reformasi hukum agraria. Tanpa disadari pengendapan maslah ini telah 
berkembang sedemikian rupa bersamaan dengan kemajuan pemerataan 
pemerintah daerah. Daerah-daerah penduduk mulai tertata dan membentuk 
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semacam desa. Komunitas ini akhirnya mengajukan pengakuan lewat pemerintah 
daerah setempat kepada gubernur untuk menjadi sebuah desa darurat. 
Desa darurat tersebut pelan tapi pasti akan menjadi desa permanen yang 
konsekuensinya harus dipenuhi beberapa sarana dan prasarana dan akhirnya 
penduduk yang ilegal tersebut menjadi legal. Proses penguatannya kemudian 
dibuktikan dengan memberikan sertifikat pada masing-masing tanah yang telah 
diduduki tersebut. 
Kedudukan perusahaan negara atau swasta yang mempunyai hak guna 
usaha sering kali hanya tampak sebagai objek belaka, yang selalu harus 
dibenturkan kepada kenyataan yang harus diterima, yaitu mereka harus 
melepaskan bagian dari hak guna usahanya untuk diberikan kepada rakyat yang 
mendudukinya. 
Era reformasi ini sebagai masa transisi, membuka peluang orang mencapai 
tujuannya dengan jalan pintas. Hal ini akan membawa akibat-akibat post-
reformasi berupa kerusakan fisik dan mental. Yang pertama terasa ialah patahnya 
kontinuitas kehidupan masyarakat dengn konsekuensi timbulnya improvisasi dari 
pola-pola kehidupan baru yang tidak menetap yang membuat timbulnya keragu-
raguan dalam hubungan masyarakat yang tanpa pedoman. 
Terjadi proses de-Orde baru-nisasi, yaitu norma-norma hukum produk 
orde baru yang dianggap menindas, dijebol dan diupayakan diganti dengan 
norma-norma baru yang demokratis. Namun demikian, penggantian ini karena 
kerusakan mental aparat maupun ketentuan hukumnya memerlukan waktu untuk 
rehabilitasnya. Maka bertambah lagi keragu-raguan dalam kehidupan tanpa 
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pedoman, sementara aparat penegak hukum berada dalam situasi dilematis. Dalam 
situasi demikian, bagi sebagian orang yang ingin memanfaatkannya dengan 
melakukan penjarahan, penculikan, maupun pembunuhan secara massal, 
mendapat keuntungan dari situasi keraguan tersebut. 
Perbuatan yang dilakukan secara masal serta jumlah aparat yang terbatas 
menimbulkan kesan kelambanan aparat dalam melakukan tindakan dan koordinasi 
menangani maslah tersebut melalui pemahaman yang benar menurut hukum serta 
mencari jalan keluar yang tepat dalam batas koridor, ketertiban, keamanan, dan 
kesejahteraan rakyat. pemilik perkebunan harus memahami dirinya sabagai bagian 
dari masyarakat yang juga membutuhkan ketenangaan dalam usaha, yang oleh 
sebab itu prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang dicantumkan 
dalam pasal 6 UUPA (LN. 1960-104) membuka jalan untuk memberikann 
maanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Melalui jalan kemitraan yang saling 
menguntungkan dalam batas-batas yang aman harusnya dibina kerjasama yang 
baik dengan masyarakat setempat. Sekalipun demikian, pihak perkebunan harus 
mendapat jaminan bahwa kemitraan itu tidak dijadikan batu loncatan untuk 
memperoleh hak secara memaksa dan melawan hukum oleh masyarakat. 
Dalam suatu negara yang tertib dan maju serta budaya yang luhur, 
memperoleh hak secara terhormat adalah bagian dari pembudayaan hukum 
masyarakat Indonesia yang dicita-citakan bersama. Pembudayaan kekerasan untuk 
memperoleh hak harus dicegah apalagi pembodohan terhadap rakyat untuk 
keuntungan segelintir orang. Reformasi agraria bukan pembudayaan kekerasan 
atau pembodohan rakyat karena hal itu menyimpang dari cita-cita luhur bangsa 
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tetapi benar-benar Kesetiaan penerapan hukum yang adil yang oleh karena itu 
harus ditegakkan bersama. 
2.2 Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia 
 Kebijakan petanahan di Indonesia telah diatur dalam beberapa Undang-
Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional, yaitu sebagai berikut:  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. 
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian; 
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam; 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau; 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 
pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
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9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun; 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Badan Pertanahan Nasional; 
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor  9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010, tentang 
Indeks Dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada 
Badan Pertanahan Nasional; 
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas 
Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; 
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17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Peripde Tahun 
2014-2019; 
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten 
Karimun Provinsi Riau; 
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Kepulauan Riau; 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031; 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Pajak-Pajak Daerah; 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 11 
Juli 2012 tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa 
Kabupaten Karimun; 
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria 
(PRONA); 
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 Tentang 





2.3 Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak atas Tanah 
Tanah merupakan suatu rahmat dan anugerah dari Allah SWT yang 
sengaja diciptakan untuk tempat bermukimnya mahluk hidup dalam 
melangsungkan kehidupannya. Pengertian ini memberikan makna bahwa manusia 
sebagai mahluk hidup sangat membutuhkan tanah atau lahan, baik digunakan 
sebagi tempat tinggal, tempat bercocok tanam, maupun untuk tempat usaha 
lainnya, sementara persediaan lahan yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu ada 
kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan 
bidang-bidang tanah/lahan tertentu termasuk mengusahakan status hak 
kepemilikannya. Dalam sistem hukum Agraria di Indonesia dikenal ada beberapa 
macam hak penguasaan atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok Agraria, yaitu antara lain: 
Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak 
membuka tanah, hak memungut hasil hutan. 
Pada dasarnya istilah sertifikat itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu 
certificate yang berarti ijazah atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat 
tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti pejabat yang bersangkutan 
telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Istilah sertifikat tanah dalam 
bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak 
atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan 
sertifikat hak atas tanah bahwa telah menerangkan bahwa seseorang itu 
mempunyai hak atas suatu bidang tanah, ataupun tanah seseorang itu dalam 
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kekuasaan tanggungan, seperti sertifikat Hipotek atau Kreditverband, berarti tanah 
itu terikat dengan Hipotek atau Kreditverband  (Budi Harsono:1998). 
Pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa: 
Ayat (1)   Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Ayat (2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat 
Dengan berdasar ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya ayat (1) dan (2), 
dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah, 
sebagai akibat hukumnya maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan 
surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap 
pemegang hak atas tanah tersebut. 
Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau disebut juga Sertifikat 
Hak terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) 
sampul. Sertifikat tanah memuat: 
a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang 
ada di atas tanah; 
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b. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, 
hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak. 
Istilah “sertifikat” dalam hal dimaksud sebagai surat tanda bukti hak atas 
tanah dapat kita temukan di dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, bahwa: 
Ayat (3)    Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit secara bersama-
sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh 
Menteri Agraria, disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang 
berhak”. 
Ayat (4)    Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti 
hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok 
Agraria”. 
Serifikat hak atas tanah ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat II 
(Kantor Pertanahan) seksi pendaftaran tanah. Pendaftaran itu baik untuk 
pendaftaran pertama kali (recording of title) atau pun pendaftaran berkelanjutan 
(continious recording) yang dibebankan oleh kekuasaan hak menguasai dari 
negara dan tidak akan pernah diserahkan kepada instansi yang lain. Sertifikat 
tanah yang diberikan itu dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, apabila 
dipersengketakan. 
Berdasarkan keadaan bahwa pada saat ini banyak terjadi sengketa 
dibidang  pertanahan, sehingga menuntut peran maksimal dan profesionalisme 
yang tinggi dari petugas Kantor Pertanahan yang secara eksplisit tidak ada 
ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan waktu untuk menyelesaikan 
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proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan maupun pengenaan sanksi kepada 
petugas Kantor Pertanahan apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan 
seluruh dan atau setiap proses dalam pendaftaran tanah. Hal ini erat kaitannya 
dengan hakikat dari sertifikat tanah itu sendiri, yaitu: 
a. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak baik oleh manusia secara 
perorangan maupun suatu badan hukum; 
b. Merupakan alat bukti yang kuat bahwa subjek hukum yang tercantum 
dalam sertifikat tersebut adalah pemegang hak sesungguhnya, sebelum 
dibuktikan sebaliknya atau telah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
penerbitan sertifikat tanah; 
c. Memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak atas tanah serta 
status hak atas tanah tersebut. 
2.4 PRONA 
Dalam Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta 





1. Sertipikasi PRONA 
Nama kegiatan legalisasi aset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah 
singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu 
bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses 
administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai 
dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan 
secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi 
Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA 
bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan 
daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan. 
Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah 
pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap 
lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan 
menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat 
strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama 
kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka 
percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa 
miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga 
kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi 
rakyat. 
PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai 
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dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya 
dibebankan kepada rupiah murni didalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. 
Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti 
perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi 
tanggung jawab Peserta PRONA.  
Peserta PRONA berkewajiban untuk : 
1. Menyediakan atau menyiapkan Alas hak sebagai alat bukti perolehan 
penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai 
ketentuan yang berlaku; 
2. Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan 
kuasa); 
3. Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut; 
dan  
4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. 
2. Kriteria Subyek PRONA 
 Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah 
sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan 
menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu 
pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, 
peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan 
penghasilan tetap : 
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1. Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan 
penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional 
(UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang 
dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 
dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan; 
2. Veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I 
(III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten 
dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai 
dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan 
pangkat terakhir; 
3. Istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan 
dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah; 
4. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia 
dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan 
dengan foto copy Surat Keputusan pensiun; 
5. Janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara 
Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun 





3. Kriteria Penetapan Lokasi PRONA 
 Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah 
dan infrastruktur pertanahanan yang tersedia. 
A. Kondisi Wilayah : 
Lokasi Kegiatan PRONA diarahkan pada wilayah-Wilayah sebagai 
berikut: 
1. desa miskin/tertinggal; 
2. daerah pertanian subur atau berkembang;  
3. daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota;  
4. daerah pengembangan ekonomi rakyat;  
5. daerah lokasi bencana alam; 
6. daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi 
cukup besar untuk dikembangkan; 
7. daerah diluar sekeliling transmigrasi; 
8. daerah penyangga daerah Taman Nasional; 
9. daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana 
umum atau relokasi akibat bencana alam. 
B. Infrastruktur Pertanahan 
 Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan PRONA, hendaknya 
memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain : 
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah; 




3. Peta Penatagunaan Tanah; 
4. Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametis); 
5. Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran; 
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
7. Mobil dan peralatan Larasita; dan 
8. Infrastruktur lainnya. 
4. Kriteria Obyek PRONA 
1. Tanah sudah dikuasai secara fisik 
2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) 
3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi 
4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa 
5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program 
yang dibuktikan dengan KTP 
6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA. 
5. Luas dan Jumlah Tanah Obyek Prona 
A. Tanah Negara : 
1. Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m2 (dua 
ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah 
Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m2 
(lima ratus meter persegi); dan 
2. Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar). 
B. Penegasan konversi/pengakuan hak : 
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1. Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima 
ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah 
Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m2 
(seribu meter persegi); dan 
2. Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar). 
C. Jumlah bidang tanah : 
 Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 
(satu) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang 
tanah. 
6. Tahapan Pelaksanaan PRONA 
Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria 
(PRONA), ruang lingkup kegiatan PRONA meliputi : 
1. Penyerahan DIPA 
2. Penetapan lokasi 
3. Penyuluhan 
4. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak 
5. Pengukuran bidang tanah 
6. Pemeriksaan tanah 
7. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat 
8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis 
9. Penerbitan Sertifikat  
10. Penyerahan Sertifikat 
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7. Sumber Biaya Prona 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan 
Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya 
Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian 
Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak 
Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. 
 Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari 
rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang 
dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk: 
1. Penyuluhan; 
2. Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak);  
3. Pengukuran Bidang Tanah;  
4. Pemeriksaan Tanah;  
5. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;  
6. Penerbitan Sertipikat;  
7. Supervisi dan Pelaporan. 
 Sedangkan biaya materai, pembuatan dan pemasanagan patok tanda batas, 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak 
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang 
terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program. 
 Pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1995 
menyatakan sebagai berikut: 
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“Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, 
penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang 
ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka 
persertifikatkan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar 
uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya 
dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi". 
 Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertipikatan tanah dalam rangka 
PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada 
Negara, tapi penerima sertipikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya 
administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam 
laman resmi Badan Pertanahan Nasional. 
 Perincian biaya administrasi PRONA sebagai berikut: 
A. Pemberian hak atas tanah Negara: 
1. Di daerah pedesaan 
Untuk luas tanah sampai dengan 2 Ha sebesar Rp 3.000,- 
2. Di daerah perkotaan 
a. Untuk jenis penggunaan pertanian yang luasnya kurang dari 
2000 M2 sebesar Rp 5.000,- 
b. Untuk jenis penggunaan bukan pertanian yang luasnya sampai 
2.000 M2 sebesar Rp 10.000,- 
B. Asal tanah milik adat : 
1. Daerah pedesaan 
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Untuk luas tanah sampai 2 Ha sebesar Rp. 1.000,-  
2. Di daerah perkotaan  
Untuk luas tanah sampai 2.000 M2 sebesar Rp 1.000,- 
 Di samping biaya administrasi, kepada setiap penerima hak atas tanah Negara 
dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform sebesar 50% 
dari biaya administrasi. 
 Setiap pemohon dikenakan biaya Panitia A sebesar Rp. 1250,- untuk tiap 
bidang apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 10 bidang; sebesar Rp. 
2.500,- apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 sampai 9 bidang.  
Untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutan sebesar : 
A. Untuk konversi hak adat  
1. Rp 10.000,- untuk daerah perkotaan; 
2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan; 
B. Untuk penegasan hak 
1. Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan; 
2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan; 
C. Untuk tanah negara 
1. Rp. 10.000; untuk daerah pedesaan;  
2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan; 
Untuk biaya formulir sertifikat, dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,-. Jadi, 
pengurusan sertipikat tanah PRONA memang dikenakan biaya yaitu biaya 
administrasi yang perinciannya telah kami jelaskan di atas. 
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 Hal ini dikuatakan dengan adanya larangan Menteri Agraria Dan Tata 
Ruang/BPN untuk melakukan pungutan biaya dalam pelayanan kepada 
masyarakat, sesuai dengan instruksi Menteri ATR/BPN pada Surat Edaran Nomor 
709/3.2/2016 Tentang Pungutan Pada Kegiatan PRONA, bahwa dalam rangka 
pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan, khususnya untuk 
kegiatan PRONA dan kegiatan legalisasi asset tanah yang di biayai oleh 
APBN/APBD. 
2.5 Maksud dan Tujuan PRONA 
PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA 
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), 
pengertian PRONA sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program 
Nasional Agraria (PRONA), pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: 
”Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian 
kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi 
Desa/ Kelurahan atau sebutan lain ataau bagian-bagiannya.” 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) juga memiliki tujuan 
sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program 
Nasional Agraria pada pasal 2 ayat 1, yang berbunyi: 
”PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali 
dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangkapercepatan 
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pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas 
tanah”. 
Selain itu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 189 Tahun 1981 tentang 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). 
Menetapkan: 
a. memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada 
program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaaannya dilakukan 
secara terpadu dan di tujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi 
golongan ekonomi lemah. 
b. menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat 
strategis. 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendaftaran 
pertanahan, yaitu: 
Rudy Irawan (2017), jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Riau meneliti tentang “Evaluasi Program Layanan Rakyat 
Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
teknik purpose sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi 
Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Kampar, Ketua Larasita, 
Sekretaris Larasita, Anggota Larasita, Kasi Pemerintahan Kecamatan Siak 
Kecamatan Siak Hulu, Kampar Kiri dan Bangkinang, Kades Tanah Merah, 
Sekdes Sungai Harapan, Kasi Pemerinntahan Kelurahan Pasir Sialang serta 
Masyarakat. Dari hasil analisis data secara deskriptif kualitatif dari sisi evaluasi, 
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Program layanan untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar 
belum berhasil, Hal ini dilihat dari tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang 
diinginkan dari program ini selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi evaluasi kebijakan, yaitu: Kurangnya Sosialisasi,, Kurangnya 
Sumberdaya Manusia dan Anggaran Operasional, minimnya kendaraan bergerak 
dan perangkat komunikasi yang sering terganggu serta presepsi masyarakat 
tentang program ini. 
Fahrul Islam (2017) Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, 
Universitas Hasanuddin Makassarmeneliti tentang “Analisis Pelayanan 
Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang”. 
Hasil penelitian menunjukan, dengan sampel yang dipilih secara acak berjumlah 
30 orang dengan menggunakan metode wawancara kemudian data di analisis 
secara deskriptif dapat diketahui Penyelenggaraan Administrasi pertanahan di 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kbupaten Pinrang menunjukan bahwa 
terdapat masalah pada waktu pengurusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
ada. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat sendiri 
sudah sesuai, artinya tidak ada lagi biaya-biaya tambahan. Kemudian indikator 
berikutnya adalah kualitas pelayanan pegawai BPN memiliki masalah pada 
kekurangramahan yang ditunjukan pegawai BPN itu sendiri kepada masyarakat 
yang melakukan pengurusan sertifikat, untuk Pemerintah Kecamatan Watang 
Sawitto, aparat pemerintah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang 
diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat 
teknis maupun non teknis dengan harapan, tercapainya tenaga kerja yang terampil 
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dan ramah selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayaanan bagi masyarakat. 
Di sisi lain harus memperbaiki hubungan koordinasi antara kelurahan dan juga 
BPN dalaam proses administrasi pertanahan sehingga tidak terjadi daftar tunggu 
yang begitu lama. Pemberian pelayanan pada dasarnya tercermin pada kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu 
pelayanan, biiaya pelayanan dan keramahan pada saat pelayanan itu sendiri. 
Pelayanan publik sebagai salah satu dari bagian pemenuhan kesejahteraan maka 
secaara otomatis menjadi pemenuhan hak-hak masyarakat. 
Dennys Andreas Sutoppo (2016) Jurusan Hukum Administrasi Negara, 
Fakultas Hukum, Universitas Lampung meneliti tentang “Kekuatan Hukum 
Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam 
Pendaftaran Tanah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kekuatan hukum 
sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat 
sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat artinya sepanjang tidak 
dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat 
bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini serifikat tersebut mempunyai 
kepastian hukum bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) yang dianut 
dalam hukum tanah nasional. Disisi lain sertifikat mempunyai kepastian hak yang 
bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari sertifikat yang berisi 
ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya 
bersifat mutlak artinya tidak bias diganggu gugat. Beberapa hal yang dapat 
melemahkan kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang bersifat 
formil (publikasi positif) adalah pemakaian sistem publikasi negatif, implementasi 
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Pasal 32 ayat (2) yang tidak bisa konisten karena benturan dengan asas hukum 
yang ada di pengadilan saat terjadi sengketa tanah, masih banyak tanah dengan 
hak-hak lama yang belum dikonversi menjadi sertifikat sehingga banyak 
menimbulkan permasalahan dikemudiian hari. Upaya yang dilakukan untuk 
menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan melalui sinergi antara 
pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Negara Agraria 
dan Tata ruaang wajib menertibkan sertifikat hak atas tanah berdasarkan asas 
kepastian hukum, asas kecermatan dan asas aman sedangkan masyarakat 
berdasarkan asas ketebukaan wajib mengetahui tanah yang termuat dalam 
sertifikat yang diterbitkan baik lokasi tanah itu berada, luas tanah, dan batas-batas 
tanah. Maka dengan itulah kepastian dan kekuatan hukum dari sertifikat tanah 
akkan terjamin. 
Mulyadi (2013) Jurusan Hukum Perdataan, Fakultas Hukum, Universitas 
Hasanuddin Makassar meneliti tentang “Tinjauan Hukum Status Pengetahuan 
Tanah Balete di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo”. Hasil 
Penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah status 
penguasaan tanah balete yang didasarkan pada hukum kebiasaan setempat yang 
mayoritas tidak dilengkapi dengan izin pengelolaan maupun kepemilikan dari 
pemerintah setempat. UUPA tidak mengatur mengenai tanah balete tetapi karena 
berada di daerah pesisir dan terjadi endapan lumpur maka dikategorikan sebaagai 
tanah timbul. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang 
penata gunaan tanah menetapkan bahwa timbul (tanah belete) merupakan tanah 
negara yang harus dimohonkan hak pengelolaan dan kepemilikan dengan 
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memperhtikan garis sempadan danau dan rencna tata ruang wilayah. Kndala 
dalam pengesanan status penguasaan tanah balete sebagai tanah negara adalah 
pemerintah belum melakukan tindakan untuk mendata mengenai tanah balete di 
wilayah teersebut serta keengganan masyarakat setempat untuk melaporkan tanah 
balete dikuasainya selama ini, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan 
kepastian dan perlindungan hukum. 
Eka Rahayu (2015) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasaniddin meneliti tentang “Strategi Pelayanan 
Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data 
premier dsn sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan 
pengamatan langsung. Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep 
perpaduan strategi yang lebih membahas pada konsep strategi yang dapat 
dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu strategi 
pemasaran, strategi penanganan keluhan yang efektif, dan strategi peningkatan 
kinerja perusahaan atau kantor. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi 
pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengaan 
baik, meskipun pelaksanaannya belum bisa dikategorikan secara maksimal. 
Terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh penulis dalam menggunakan teori 
tersebut sebagai pedoman penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud terletak 
pada strategi penanganan keluhan pelanggan yang berjalan kurang efektif. Salah 
satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan strategi tersebut 
adalah masih adanya beberapa petugas yang kurang berempati kepada masyarakat 
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sebagaai pelanggan. Empati yang kurang itu dapat dilihat dari tingkat ketidak 
pedulian yang diberikan kepada masyaarakat pada saat bertugas. Sehingga 
masyarakat merasa belum puas dalam menerima pelayanan yang diberikan.   
2.7 Kebijakan Pertanahan Dalam Islam 
A. Masa Nabi Muhammad SAW 
Menurut Abu Ubaid Al-Qasim, (2006). Penataan mula-mula yang 
dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin 
(orang Makkah) dan Anshar (orang Madinah). Kemudian dengan silaturahmi 
yang sudah terjalin Nabi Muhammad SAW menanamkan kesadaran kepada 
kaum Anshar, untuk menyerahkan sebagian tanah garapannya kepda kaum 
Muhajirin, hal itu dilakukan mengingat kondisi kaum Muhajirin pada saat itu 
rentan karena tidak memiliki harta atau tempat tinggal. Demikian pula untuk 
pembangunan masjid, masyarakat Madinah dengan rela menyerahkan 
tanahnya dari Ibnu Abbas ra bahwa tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, 
maka penduduk Madinah telah menyerahkan seluruh tanah yang tidak 
terjangkau air kepda Rasulullah sehingga beliau dapat mengelola dan 
mengurusnya. Hal itu menunjukan bahwa pada saat itu telah terjadi praktik 
landerform yang pertama, yang berlangsung secara sukarela. 
Dalam perkembangannya jumlah umat Islam terus bertambah, dan wilayah 
pun terus bertambah. Dengan kondisi itu nabi Muhammad SAW kemudian 
melakukan bebrapa kebijakan untuk mengokohkan ekonomi umat Islam. 
Diantaranya adalah kebijakan pemberian tanah dari tanah terlantar dan 
kebijakan menetapkan tanah dari kepentingan umum.  
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Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya pemberian tanah yang 
dilakukan Nabi Muhammad SAW seperti yang diungkapkan oleh Abu Ubaid 
dalam Kitab Al-Amwal, yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa 
Rasulullah telah mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan 
Anshar yang bernama Sulaith. Selanjutnya juga pemberian tanah kepada 
Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma’ binti Abu Bakar 
ra bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair 
ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. 
Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah SAW 
memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan 
tanah. 
Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw kepada 
orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw 
terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja’ah Al-Yamamah. Kepadanya 
Rasulullah SAW menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang 
berbunyi: 
“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad 
Rasulullah kepada Mujja‟ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku 
telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, 
Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini 
kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”. 
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Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak 
mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka 
dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-
orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad SAW melakukannya sebagai 
upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka 
adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi (Ibid, hlm. 
366). 
Selain itu, Rasulullah SAW juga telah memutuskan permasalahan seputar 
pertanahan. Di antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang 
telah menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang 
berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan agar lelaki 
pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara Rasulullah saw 
memutuskan agar lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain 
untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya. Sebagaimana hadist, 
dari Hisyam bin Urwah ra dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut 
telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman 
untuk mengambil dan merampasnya”.Dalam hadist lain, dari Rafi’ bin 
Khudaij dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Barang siapa yang bercocok 
tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka 
pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada 
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hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya”. (Ibid, 
hlm. 372). 
Dari hadist tersebut, maka ada dua pendapat yaitu, Nabi Muhammad SAW 
tidak membolehkan penanam mengambil dan memetik hasildari usahanya 
selain dari biaya yang telah dikeluarkannya terhadap tanaman tersebut. Di sisi 
lain, terhadap pemilik tanah supaya memberikan ganti rugi atas biaya yang 
telah dikeluarkan si penanam, sehingga hasil tanaman itu menjadi hak pemilik 
tanah secara keseluruhan dan dengan cara yang halal lagi baik. 
Di tengah-tengah fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir 
dari pemberian tanah maupun pengolahan tanah kosong, maka Rasulullah saw 
menetapkan tanah larangan (hima) yang digunakan untuk kepentingan umum. 
Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan 
menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Beberapa 
hadist Rasulullah saw mengenai himayaitu, Rasulullah saw bersabda, 
“Tidak ada penjagaan dan pembelaan hima, terkecuali bagi Allah dan Rasul-
Nya”.  
Abu Ubaid juga meriwayatkan hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar’abi ra 
dari seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ia berkata, 
“aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahum, kemudian aku 
dengar dia berkata „Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di 
dalam air, padang rumput, dan api.” 
Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, 
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“Barang siapa yang melarang memanfaatkan kelebihan air dari keperluannya 
dengan tujuan untuk mencegah pemanfaatan padang rumput yang lebih dari 
kebutuhannya, maka Allah akan melarang dan mencegahnya dari karunia-
Nya pada hari kiamat.” 
Abu Ubaid menambahkan bahwa Iyas bin abdin ra berkata, 
“Rasulullah telah melarang pencegahan pemberian dan pemanfaatan yang di 
luar kebutuhannya”. 
Konsep penting yang dapat diambil dari hadist-hadist tersebut adalah 
bahwa Rasulullah saw menetapkan hima atas air, padang rumput, dan api. 
Ketiganya itu merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang 
banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, 
Rasulullah saw melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan 
alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi. Hal itu terbukti dari sebuah 
riwayat, yaitu Abyadh bin Hammal al-mazini ra pernah meminta aliran air 
yang selalu mengalir di daerah Ma’arab (sebuah negeri di Yaman) kepada 
Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan aliran air itu 
kepadanya.Pemberian itu dilakukan berdasarkan alasan bahwa tanah itu 
merupakan lahan mati (mawat) yang telah dikelolanya. Kemudian Rasulullah 
saw mengetahui bahwa aliran air yang dimintanya tersebut merupakan aliran 
yang deras dengan potensi air yang tidak akan pernah putus, maka beliau 





B. Masa Shahabat Khulafaurraasyidiin 
1. Abu Bakar Asshiddiq RA 
Abu Ubaid Al-Qasim, (2006). Kepemimpinan Abu Bakar ra ini sangat 
terbuka dengan kritik sebagaimana isi pidato pertamanya sebagai khalifah. 
Hal itu terlihat ketikabeliau memberikan tanah kepada Thalhah bin 
Ubaidillah ra, dan menuliskan surat mengenai pengaplingan tanah tersebut 
kepadanya, namun ternyata Umar bin Khattab ra tidak setuju dengan Abu 
Bakar ra. Umar bin Khattab ra yang saat itu sebagai saksi, menolak untuk 
memberikan stempel pada surat tersebut, karena Umar bin Khattab ra 
berpendapat hal tersebut tidak adil terhadap kaum muslimin lainnya. Umar 
bin Khattab ra merasa hal tersebut tidak adil karena jumlah kaum 
muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar 
kuranglah tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama 
kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah ra. Hal serupa 
juga terjadi terhadap Uyainah bin Hisn sebagaimana riwayat dari 
Abudurrahman bi Yazid bin Jabirbahwa Abu Bakar ra telah 
mengkaplingkan tanah kepada Uyainah bin Hisn, dan beliau juga telah 
menuliskan surat mengenai hal itu. Lalu Uyainah datang kepada Umar bin 
Khattab ra untuk dibacakan surat, namun Umar bin Khattab ra juga 
menolak surat tersebut dengan meludahi dan menghapusnya. Kemudian 
Uyainah datang kembali kepada Abu Bakar ra dengan memohon agar 
memperbaruisurat tersebut, lalu Abu Bakar ra berkata, “Demi Allah, aku 
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tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar Ibnul 
Khattab”. 
2. Umar bin Khatthab RA 
Jaribah Al-Haritsi, (2006).Salah satu contoh yaitu ketika kaum muslimin 
berselisih dalam pembagian tanah di Irak dan Syam. Kaum muslimin 
menghendaki agar tanah taklukan itu diberikan kepada mereka. Akan 
tetapi, Umar bin Khattab ra berpendapat untuk tidak membagikan tanah 
itu. Umar bin Khattab ra berkata, “Jika tanah Irak dan Syam serta hasilnya 
dibagikan, maka apa yang akan digunakan untuk menutup benteng, dan 
apa yang menjadi milik anak cucu serta kaum janda di daerah ini dan 
orang yang di luar Irak dan Syam?” 
Untuk memutuskan permasalahan itu, Umar bin Khattab ra 
bermusyawarah dengan kaum muhajirin generasi pertama. Utsman bin 
Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra, dan Thalhah ra sependapat dengan Umar, 
sedangkan Abdurrahman bin Auf ra menginginkan agar tanah tersebut 
dibagi kepada kaum muslimin. Oleh karena belum dicapai kesepakatan, 
maka Umar bin Khattab ra mendatangkan sepuluh orang kaum Anshar, 
masing-masing lima orang dari suku Khazraj dan Aus. Di hadapan kaum 
Anshar Umar bin Khattab ra menyampaikan pertimbangannya untuk tidak 
membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra beralasan bahwa Syam, 
Jazirah Arab, Kufah, Basrah, dan Mesir harus dijaga oleh pasukan dan 
perlu dana untuk membiayainya. Umar bin Khattab ra berkata, “Lalu dari 
manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?” 
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Demikian, maka kaum Anshar sependapat dengan Umar dan akhirnya 
Umar bin Khattab ra menunjuk Utsman bin Hanif ra sebagai pejabat 
urusan tanah di IrakDengan demikian, Umar bin Khattab ra memutuskan 
untuk tidak membagi tanah taklukan yang terletak di Irak dan Syam. 
Keputusan Umar bin Khattab ra tersebut didasarkan pada ijtihad bersama 
para sahabat. 
Seiring dengan penolakan Umar bin Khattab ra atas pembagian tanah 
taklukan, Umar sangat tidak menginginkan pemilikan lahan dalam jumlah 
yang luas. Di antara contoh hal itu, bahwa Umar menulis surat untuk Jarir 
ra kepada Utsman bin Hanif ra, yang di dalamnya disebutkan, “maka aku 
memutuskan tanah untuk Jarir bin Abdullah ra sesuai kadar yang 
mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak kurang dan tidak lebih!” Begitu 
pun halnya dengan perkataan Umar bin Khattab ra kepada Bilal bin Harits 
ra ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu 
dikelolanya, “Sesungguhnya kamu mengetahui bahwaRasulullah saw tidak 
pernah menolak sesuatupun yang diminta kepada beliau, dan kamu 
meminta kepada beliau Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu. 
Sebab manusia ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi 
mereka, namun sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka 
membutuhkannya!” 
2.8 Definisi Konsep 
1. PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA 
diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi 
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Nasional Agraria, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program 
Nasional Agraria (PRONA). 
2. Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-
alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 
3. Penyuluhan, A.W. Van den Ban (1999) dituliskan bahwa penyuluhan 
merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi 
secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat 
sehingga bisa membuat keputusan yang benar. 
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak 
penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga 
menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang 
bersangkutuan karena tidak ada lagi campur tangan ataupun kemungkinan 











2.9 Konsep Operasional  







1. Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Balai 
Karimun menetapkan lokasi kegiatan PRONA di 
wilayah kerjanya dan mengajukan ke Kantor 
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.  
2. Terdiri dari kelurahan Buru dan Kelurahan 
Lubuk Puding Kecamatan Buru. 
 2. Penyuluhan 1. Penyuluhan  dilakukan  oleh  Kantor  
Pertanahan Tanjung Balai Karimun di 
Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding 
Kecamatan Buru. 
2. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan 
penjelasan mengenai PRONA. 




1. Masyarakat mengumpulkan persyaratan PRONA 
ke loket/ posko yang telah disiapkan.  
2. Pengurusan kelengkapan berkas masyarakat 
yang kurang dilakukan oleh masyarakat dibantu 
oleh aparatur desa dan panitia PRONA Kantor 
Pertanahan Tanjung Balai Karimun. 
 4. Pengukuran 
Bidang Tanah 
1. Pengukuran dilakukan oleh Satgas Fisik Kantor 
Pertanahan Tanjung Balai Karimun.  
 5. Pemeriksaan 
Tanah 
1. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh panitia 
PRONA Kantor Pertanahan Tanjung Balai 
Karimun. 
 6. Penerbitan 
Sertifikat 
1. Bidang tanah dengan data fisik dan yuridis yang 
sudah memenuhi syarat. 
Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria 
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2.10 Kerangka Berfikir 
Adapun kerangka pemikiran dari penelitian mengenaiEvaluasi Proyek 
Operasi Nasional Agraria (Prona) Pada Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai 
Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
















   
 





Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di 
Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding. 
 
Pendaftaran Sertifikat Hak atas tanah, SHM (Sertifikat Hak Milik) 
Gratis 
 
Badan Petanahan Nasional Tanjung Balai Karimun melaksanakan 










3.1 Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan 
Kelurahan Lubuk Puding, Badan Pertanahan Nasional menetapkan Kecamatan 
Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding sebagai lokasi 
dilaksanakannya Proyek Operasi Nasional (PRONA) dikarenakan sesuai dengan 
kriteria lokasi dan tujuan PRONA yaitu wilayah yang belum bersertifikat dan 
masyarakat menengah ke bawah, dikarenakan pada Kecamatan Buru Kelurahan 
Buru dan Kelurahan Lubuk Puding rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani 
dan nelayan tradisional,  serta pada kantor yang berwenang dalam melaksanakan 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yaitu Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Karimun. 
3.2 Jenis Data dan Sumber Data 
a) Sumber data primer  
Data yang diperoleh berupa informasi langsung dari informan 
melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 
diteliti, yaitu :Evaluasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pada 
Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Buru 
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 
b) Sumber data sekunder 
Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang 




1 Dasar-dasar Hukum mengenai  Proyek Operasi Nasional Agraria 
(PRONA) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional 
di Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding. 
2 Daftar nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan Proyek Operasi 
Nasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk 
Puding. 
3.3 Informan Penelitian  
  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui 
key person. Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam 
penelitian ini adalah Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai 
Karimun Kepulauan Riau. Untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti 
menggunakan teknik Snowball Sampling. Snowball Sampling merupakan teknik 
pengambilan sample dimana peneliti merasa cukup dengan informasi yang 
dibutuhkan. 
Tabel 3.1  
Key Informan Penelitian 
 No Nama Jabatan Keterangan 
 1 Yahya 




Muhammad Rizal Arya 
Eka Putra Harahap 





Penataan Pertanahan   
 4 Novie Sasmitha SE, Penetapan Hak Tanah   
5 Rudy Rukman Lurah Buru  
6 Raja Buntat Abbas Masyarakat  






3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pengambilan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, yang berasal 
dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut: 
a) Wawancara mendalam ialah pengumpulan data dengan melakukan tanya 
jawab secara langsung terhadap responden mengenai PRONA di Kelurahan 
Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. 
b) Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian 
untuk mengetahui pelaksanaan PRONA di Kelurahan Buru dan Kelurahan 
Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. 
3.5  Analisis Data 
 Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 
kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (moleong, lexy j. 2000). 
Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dimana 
metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyususn argumentasi dengan 
cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterprestasikan data dan fakta yang 
ditemukan dilapangan. 
 Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Langkah 
yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Dalam tahap ini proses pengumpulan informasi dilakukan dengan 
menggunakan alat-alat yang diperlukan, seperti rakaman MP3, field note (catatan 
lapangan), dan observasi selama berada dilokasi penelitian. Pada tahap ini juga 
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sekaligus dilakukan proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan dan 
pengabstraksian data. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan 
membuat kategorisasi, memusatkan tema, serta mmenentukan batas-batas 
permasalahan. Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis awal yang akan 
menyeleksi data yang diperoleh, mempertegas serta membuat fokus untuk 
menghasilkan sebuah kesimpulan. 
Tahap selanjutnya, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil 
pengamatan lainnya akan dituliskan lebih teratur dan sistematis. Hal ini untuk 
memudahkan penulis membaca dan mencermati data secara keseluruhan. Selain 
itu, juga memudahkan proses selanjutnya, yakni pengkategorisasian data dalam 
bentuk lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap 
selanjutnya, penulis akan melakukan proses triangulasi (check and recheck) 
informasi antara satu sumber dengan sumber lainnya. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan keabsahan (validity) data.   
2. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan 
kesimpulan penelitian dilakukan, dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih 
memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan 
sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 
Sajian data diperoleh dari hasil interprestasi, usaha memahami, dan analisis secara 






3. Penyimpulan Akhir 
Dari proses pengumpulan data sebagaimana kebutuhan dalam penelitian 
ini dan masih menjadi kesimpulan sementara, selanjutnya akan dicermati dan 
dikomentari oleh penulis untuk mendeskripsikan serta menarik kesimpulan 
sebagai hasil penelitian. Sebelum mengambil kesimpulan dan mengakhiri 
penelitian, penulis akan mencermati sekumpulan data secara berulang. Penelitian 
ini akan berakhir ketika keseluruhan data penulis sudah dianggap mencakupi 



















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Sejarah Kabupaten Karimun 
Dahulu, Karimun berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga 
keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh agama Budha mulai 
masuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti di Desa Pasir Panjang. Pada 
masa itu disebutkan Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh 
Kerajaan Malaka (Islam) mulai masuk tahun 1414. Pada tahun 1511 Malaka jatuh 
ke tangan Portugis, saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah memberi 
larangan pada keturunan raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan 
kerajaan-kerajaan kecil, lalu muncullah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri, 
dan Indrapuri. Sementara itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di 
pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk Pulau Karimun. Sejak 
kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh kerajaan Johor, Karimun 
dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa 
pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul 
Jalil Ri’ayat Syah (1559-1591). Pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada 
dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga dan pada masa itu daerah Karimun, 
terutama Kundur dikenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang 
(seperti : timah, granit, dll) dan Karimun berkembang menjadi daerah 
perdagangan serta mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji. 
Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, Kerajaan Riau-Lingga dan 




kekuasaan meliputi Kepulauan Riau, daerah Johor dan Malaka (Malaysia), 
Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Setelah Sultan Riau 
meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-
amirnya sebagai District Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder District 
Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya 
menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah 
karesidenan yang dibagi menjadi 2 (dua) Afdelling, yaitu : Afdelling 
Tanjungpinang dan Afdelling Indragiri. Berdasarkan Surat Keputusan delegasi 
Republik Indonesia, provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt. 
menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi 
status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah 
dengan membawahi 4 (empat) kawedanan sebagai berikut : 
1.  Kawedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan 
2.  Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan 
Moro 
3.  Kawedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan 
Senayang 
4.  Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, 
Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur 
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan 
mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 
dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 
Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965 No. 
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UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah 
Administratif kawedanan dalam kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan. 
Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten 
Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan 
Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Akhirnya, Karimun 
diresmikan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri dengan terdiri dari 3 (tiga) 
wilayah kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 24 (dua puluh empat) desa. 
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, 
Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 19 
(sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. Setelah itu Karimun 
mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22 (duapuluh dua) kelurahan 
dan 32 (tigapuluh dua) desa. 
Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan 
Juli 2012, wilayah Kabupeten Karimun kembali mekar menjadi 12 (dua belas) 
kecamatan, dengan 42 (empat puluh dua) desa dan 29 (dua puluh sembilan) 
kelurahan 
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Karimun 
Visi : 
Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah 
sebagai berikut: 
“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan 




Misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah 
sebagai berikut:  
1.  Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang 
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat; 
2.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna 
berlandaskan iman dan taqwa; 
3.  Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan   
ekonomi berbasis kerakyatan; 
4.  Memaksimalkan kualitas pelayanan publik; dan 
Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan   
berkelanjutan. 
Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten 
Karimun mempunyai MOTTO sebagai berikut: 
1. Kerja Amanah 
2. Kerja Keras 
3. Kerja Cerdas 
4 (empat) Azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu: 
1. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa. 
2. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 
3. Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan. 





4.3 Letak dan Kondisi Geografis 
Kabupaten Karimun teletak pada koordinat 00º24’36” LU sampai 
01º13’12” LU  dan  103º13’12” BT  sampai  104º00’36” BT dengan wilayah laut 
yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 
5 tahun 1983. 
Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis 
untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan 
dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan 
perairan Selat Singapura (Phllip channel). Selain itu, wilayah administrasi 
Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau 
dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka 
Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian 
wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah 
Sabang, Bintan, dan Batam. 
Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu: 
Utara     :   Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung 
Malaysia. 




Barat       :   Kecamatan   Tebing Tinggi   (Kabupaten   Bengkalis)   dan 
Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan). 
Timur     :   Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam). 
 
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten   Karimun 
Sumber: Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2018 
Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua 
belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak 
diTanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga 
















PULAU KELURAHAN DESA RW RT 
1 Moro Moro 2 10 49 139 84 
2 Kundur Utara Tanjung Berlian 1 4 43 93 11 
3 Kundur Barat Sawang 1 4 44 111 24 
4 Karimun Tanjung Balai 6 3 39 139 23 
5 Buru Buru 2 2 29 64 6 
6 Meral Meral 6 – 30 119 24 
7 Tebing Tebing 5 1 24 73 5 
8 Meral Barat Darussalam 2 2 19 55 – 
9 Belat Sebele – 6 28 65 – 
10 Ungar Sei. Buluh 1 3 23 47 – 
11 Durai Durai – 4 13 36 46 
12 Kundur Tanjung Batu 3 3 51 145 26 
JUMLAH 29 42 392 1086 249 
Sumber:  Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 
Tahun 2018 
 
4.4 Luas wilayah 
Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984 Km2 yang terdiri dari 
1.524 Km2luas daratan dan 6.460Km2 luas lautan. Kecamatan Moro merupakan 
wilayah terbesar dengan total wilayah sebesar 2.835,24 Km2 atau 
35,51%
.
 Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan 
landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 Meter dari permukaan laut. Namun 
ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40° serta 
ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu 
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Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber 
mata air di Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten 
Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya 
maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang 
strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat malaka. 
Tabel 4.2 





(Ha) (%) terhadaptotal (Ha) 
(%) 
terhadap total 
Moro 24.073 25,84 23 6.30 
Kundur 8.785 9,43 42 11.51 
Karimun 3.625 3,89 71 19.45 
Meral 2.535 2,72 56 15.34 
Tebing 5.171 5,55 33 9.04 
Buru 6.646 7,13 13 3.56 
Kundur Utara 9.391 10,08 16 4.38 
Kundur Barat 13.237 14,21 22 6.03 
Durai 3.571 3,83 8 2.19 
Meral Barat 5.600 6,01 34 9.32 
Ungar 3.658 3,93 23 6.30 
Belat 6.865 7,37 24 6.58 
Total 93.157 100 365 100 






Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun 







1 Moro 44.792,39 18.348 41 
2 Durai 6.298,27 6.472 103 
3 Kundur 8.373,70 29.681 354 
4 Kundur Utara 24.564,71 11.751 48 
5 Kundur Barat 18.992,39 17.359 91 
6 Ungar 5.552,94 6.128 110 
7 Belat 10.934,26 6.646 61 
8 Karimun 5.976,47 44.666 747 
9 Buru 7.339,79 9.462 129 
10 Meral 5.785,47 38.831 671 
11 Tebing 7.634,60 24.415 320 
12 Meral Barat 6.155,02 12.107 197 
Jumlah 152.400,00 225.866 1,48 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2018 
Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. 
Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi 
yang besar untuk memajukan suatu daerah. Dilihat dari tabel dibawah, 
berdasarkan dari data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun ada 
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kenaikan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1,01 persen jika dibandingkan 
dengan Tahun 2014. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada 
batas wajar mengingat wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan 
dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi. 
Dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Karimun termasuk umur 
muda, lebih dari separuh penduduk (54,10 persen)berada pada golongan umur 20-
59 tahun. Golongan ini merupakan golongan umur yang sedang aktif bekerja 
(produktif). Penyediaan lapangan usaha yang sebanyak-banyaknya sangat 
diperlukan. Golongan umur terbesar kedua adalah umur 5-19 tahun sebanyak 
66.091 orang (29,63 persen).Golongan umur ini merupakan golongan usia sekolah 
sehingga sangat diperlukan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. 
Sedangkan untuk golongan umur lebih dari 59 tahun merupakan kelompok umur 
yang paling sedikit sekitar 6,68 persen dari total penduduk tahun 2015. 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2018 
No Kelompok Usia 2014 % 2015* % 
1 0 – 4 Tahun 21.446 9.61 21.595 9,59 
2 5 – 19 Tahun 66.091 29.62 66.771 29,63 
3 20 – 59 Tahun 120.806 54.14 121.886 54,10 
4 >59 Tahun 14.774 6.62 15.046 6,68 
JUMLAH 223.117 100 225.298 100 




4.5 Laju Pertumbuhan Penduduk 
Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah 
penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan 
jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk 
merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi 
oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk. 
Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan 
memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Angka pertumbuhan penduduk 
Kabupaten Karimun disajikan pada tabel 1.5 dibawah ini : 
Tabel 4.5  






1 2011 216.146 1,69 
2 2012 218.475 1,08 
3 2013 220.882 1,10 
4 2014 223.117 1,01 
5 2015 225.866 1,23 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2018 
Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Karimun mencapai 148 jiwa per 
Km
2
. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Karimun 
mencapai 747 jiwa per Km
2
. Tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten 
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Moro sebesar 41 jiwa per Km
2
. Adapun data kepadatan penduduk Kabupaten 
Karimun Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut : 
    Tabel 4.6 










1 Karimun 44.666 59,76 747 
2 Meral 38.831 57,85 671 
3 Tebing 24.415 76,35 320 
4 Meral Barat 12.107 61,55 197 
5 Kundur 29.681 83,74 354 
6 Kundur Utara 11.751 245,65 48 
7 Kundur Barat 17.359 189,92 91 
8 Moro 18.348 447,92 41 
9 Durai 6.472 62,98 103 
10 Buru 9.462 73,40 129 
11 Belat 6.646 109,34 61 
12 Ungar 6.128 55,53 110 
Jumlah 225.866 1.524 148 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, Tahun 2018 
4.6 Sejarah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun 
Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam  (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang masih relative baru 
bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi Kepulauan Riau 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan diresmikan 
pada tanggal 1 Juli 2004. Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan pemekaran 
dari Provinsi Riau. 
Wilayah Kepulauan Riau berbatasan dengan Negara-negara tetangga dan 
beberapa provinsi, batas-batas tersebut meliputi: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja. 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi 
Riau. 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provinsi 
Kalimantan Barat. 
Kepulaiuan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah 
pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Pada tahun 2007 berdasarakan 
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studi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan 
Riau bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaaan Nasional 
pada kegiatan Penamaan Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah pulau 
di Provinsi Kepulauan Riau ialah 2.408 pulau. Jumlah pulau tersebut hampir 14% 
dari seluruh jumlah pulau di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 
78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-pulau Kecil Tertular, dinyatakan bahwa 
terdapat 19 pulau-pulau kecil terluar di provinsi kepulauan Riau.  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 
Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 1 Juni 2006 yang berkedudukan di Kota 
Tanjungpinang dan resmi berdiri sejak dilantiknya Kepala Kantor Wilayah BPN 
Provinsi Kepulauan Riau beserta Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha 
pada tanggal 21 Juni 2006, Jadi efektif berjalan mulai Tahun Anggaran 2007. 
Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan 
Riau mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Provinsi yang bersangkutan 
khususnya dalam hal pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pertanahan di lingkungan Provinsi; bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 01 
Juni 2006 telah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Kepulauan Riau, yang berkedudukan di kota Tanjungpinang. Kantor Wilayah ini 
merupakan pemecahan dari Kantor Wilayah Induk yaitu, Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang berkedudukan di Pekanbaru. 
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Berdasarkan Peraturan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah 
BPN Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas dan 
fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam 
menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Kkepulauan Riau mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pertanahan. 
b. Pengkordinasian, pembinaan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan 
pemetaan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, peengaturan dan penataan 
pertanahan, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat serta 
pengkajian dan penanganan sengketa konflik pertanaahan. 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanaahan di lingkungan 
provinsi Kepulauan Riau. 
d. Pengkoordiasian pemangku kepentingan pengguna tanah. 
e. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional; 
(SIMTANAS) di Provinsi Kepulauan Riau. 
f. Pengkooordinasian Penelitian dan pengembangan. 
g. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan. 
h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, 
perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan. 
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Disamping itu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Keppulauan Riau membawahi 7 (tujuh) Kantor Pertanahan, yaitu: 
1. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. 
2. Kantor Pertanahan Kota Batam. 
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. 
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. 
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. 
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga. 
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas. 
4.7 Visi, dan Misi. 
Visi : 
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem 
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 
Misi : 
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan 
untuk: 
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 
kemakmuran rakyat, pengangguran kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, 
serta pemantapan ketahanan pangan. 
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah (P4T). 
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3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi 
berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan 
penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak 
melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia 
dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang 
terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan 
lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang 
tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 
4.8 Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 
Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tuas, Badan Pertanahan Nasional 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyususnan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. 
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran, dan 
pemetaan. 
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 
pengendalian kebijakan pertanahan. 
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah. 
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6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan. 
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional. 
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di llingkungan Badan 
Pertanahan Nasional. 
9. Pelaksanaan pengelola data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan. 
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan 












4.9 Stuktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota 







KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 
Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kepulauan Riau  
adalah sebagai berikut. Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun 
berkerjasama dengan kelurahan serta aparat desa setempat untuk merealisasikan 
program pensertifikatan tanah masyarakat secara gratis yang dinamakan dengan 
Proyek Operasi Nasional Agraria PRONA yang ditargetkan sebanyak 700 bidang 
tanah di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Dalam proses 
pelaksanaannya masyarakat diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan 
guna mengikuti PRONA tersebut seperti fotocopy Surat Tanah, KTP, Kartu 
Keluarga, PBB, materai 6000, serta Patok batas Sempadan tetapi banyak 
masyarakat tidak dapat melengkapi beberapa persyaratan dengan itu pihak Desa 
berperan membantu masyarakat untuk melengkapi beberapa berkas yang 
dibutuhkan. Lalu dalam pelaksanaanya juga pihak BPN mengalami beberapa 
kendala seperti alat ukur yang tidak bisa difungsikan dikarenakan sulitnya sinyal 
GPS serta sinyal Internet di lokasi pelaksanaan, membuat petugas fisik dan yuridis 
sedikit kesulitan dalam menjalankan tugas, karena hal itu untuk pemasukan data 
petugas terpaksa membawa pulang kembali ke Kantor berkas-berkas yang telah 
terkumpul serta SDM yang kurang memadai.Sehingga dari 700 bidang tanah BPN 





Dalam hal ini BPN sudah bisa mengumpulkan masyarakat yang ingin tanahnya 
disertifikatkan namun karena kelemahan dalam hal teknologi seperti sinyal GPS 
dan Internet bahkan kuranya Sumber Daya Manusia (SdM) serta kurangnya 
strategi BPN dalam pelaksanaan program ini alhasil terdapat 240 bidang tanah 
masyarakat yang tidak dapat diuruskan sertifikatnya, dan itu merupakan angka 
yang besar dari 700 bidang tanah yang ditargetkan diawal pelaksanaan. 
6.2 Saran  
 Adapun saran yang dapat penulis  sampaikan berdasarkan hasil penelitaian 
yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sebagai berikut: 
1. Mengajukan pinjaman tenaga bantuan dari kantor-kantor BPN yang berada 
di wilayah Kepulauan Riau ataupun dari pihak ketiga.  
2. Mengadakan survei lapangan lebih mendalam agar BPN lebih mengetahui 
kekurangan serta kelebihan pada lokasi pelaksanaan dan memiliki strategi-
strategi dalam menghadapi kemungkinan persoalan yang akan terjadi.  
3. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang 
baik dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif 
pemecah masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permaslahan 
yang terjadi didalam pelaksanaan program-programyang dilakukan oleh 
BPN. Kegiatan evalusi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik 
untuk pelaksanaan kinerja yang akan datang dan dapat memberi kontribusi 
terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program kedepannya. 
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4. Lebih menekankan dalam hal sosialisasi atau pendekatan terhadap 
masyarakat agar ilmu serta pengetahuan untuk kepentingan-kepentingan 
masyarakat itu sendiri tersampaikan dengan baik. 
5.  Melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin terhadap alat-alat kantor 
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Data Proyek Operasi Nasional  
Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun  
di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 
1. Desa Buru 
NO DESA NO.HAK NAMA TTL NIB 
LUAS 
(M2) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
 
 









































































































































































175 Buru 32030601100319 DARMIWAN BURU 525 948 
 
01/07/1955 



































































































































206 Buru 32030601100350 NISAH PANGKALAN BALAI 01/07/1947 580 4122 






































































































































































































































































2. Desa Lubuk Puding 
NO DESA NO.HAK NAMA TTL NIB 
LUAS 
(M2) 








































10 Lubuk Puding 32030602100030 LINA PENARAH 32 186 
 
01/07/1980 
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